
 

 

WALIKOTA TANJUNGPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 PERATURAN DAERAH  KOTA  TANJUNGPINANG 

NOMOR 6 TAHUN  2019 

 
TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN  YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) 

huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah 

menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan bentuk 

Peraturan Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

untuk dibahas bersama; 

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam 

kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang 

telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  



2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 

4.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang  Pembentukan 

Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4112); 

5.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Tindak Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

6.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

7.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

8.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 4438); 

10.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

11.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang    

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5729); 

12.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5679); 

13.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 2014 Nomor 291 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);   



17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

19.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

20.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

21.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indoesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran   

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

22.  Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

23.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Menteri  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Kedua  

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 

tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 



Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia    

Tahun 2017 Nomor 1312); 

25.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian 

Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

26.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014    

Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 

Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 

Republik Indoesia Tahun 2017 Nomor 198); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan  Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri     

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

28.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun  Anggaran 2019; 



29.  Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008          

Nomor 4); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

dan 

WALIKOTA TANJUNGPINANG 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: 

1. Pendapatan Rp. 1.002.775.220.801,20 
2. Belanja Rp. 1.050.975.220.801,20 

  Surplus/(Defisit) Rp.      48.200.000.000,00 

    
3. Pembiayaan:  

 a. Penerimaan Rp.      48.200.000.000,00 

 b. Pengeluaran Rp.                             0,00 
   Pembiayaan Netto Rp.      48.200.000.000,00 

 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 

Berkenaan 
Rp.                             0,00 

 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.    150.423.832.064,20 
b. Dana Perimbangan Rp.    778.816.313.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp       73.535.075.737,00 

 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat dalam  ayat (1)  huruf a, 

terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Pajak Daerah Rp.      86.945.160.000,00 

b. Retribusi Daerah Rp.        5.935.350.000,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  

yang Dipisahkan 
Rp.        4.011.551.159,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  

yang Sah 
Rp       53.531.770.905,20 

 



(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari 

jenis Pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp.    113.460.216.000,00 

b. Dana Alokasi Umum Rp.    506.523.294.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus (Fisik) Rp.      83.499.478.000,00 

d.  Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) Rp.      46.803.747.000,00 

e. Dana Insetif Daerah Rp.      28.529.578.000,00 

 

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, terdiri dari jenis pendapatan: 

Pendapatan Hibah                                                  Rp.       25.067.793.000,00 

 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dan 

Pemerintah daerah Lainnya 
Rp.       48.467.282.737,00 

 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Belanja Tidak Langsung Rp.    443.886.575.144,00   

b. Belanja Langsung Rp.    607.088.645.657,20  

 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai Rp.     430.217.575.144,00 

b. Belanja Subsidi Rp.                             0,00 

c. Belanja Hibah Rp.       11.269.000.000,00     

d. Belanja Bantuan Sosial Rp.         1.400.000.000,00      

e. Belanja Tidak Terduga Rp          1.000.000.000,00 

 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai Rp.       17.040.000.000,00 

b. Belanja Barang dan Jasa Rp.     418.241.252.814,20  

c. Belanja Modal Rp.     171.807.392.843,00    

 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari: 



a. Penerimaan Rp.       48.200.000.000,00 

b. Pengeluaran Rp.                             0,00 

 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis 

Pembiayaan: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
 Anggaran sebelumnya (SILPA)                                 

Rp.       48.200.000.000,00 

b.  Pencairan Dana Cadangan                                          Rp.                             0,00 

c.  Hasil  Penjualan  Kekayaan  Daerah  yang 

Dipisahkan 
Rp.                             0,00 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp.                             0,00 

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp.                             0,00 

f. Penerima Piutang Daerah Rp.                             0,00 

 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis 

Pembiayaan: 

a. Pembentukan Dana Cadangan Rp.                             0,00 

b. Penyertaan Modal (Investasi)  
Pemerintah Daerah 

Rp.                             0,00 

c. Pembayaran Potong Utang Rp.                             0,00 

d. Pemberian Pinjaman Daerah Rp.                             0,00 

 

Pasal 5 

Uraian  lebih  lanjut   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah  Kota 

Tanjungpinang  Tahun  Anggaran  2020  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 1, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

1. Lampiran     I Ringkasan APBD; 

 2. Lampiran 

 
  II Ringkasan  APBD  menurut   Urusan   Pemerintahan 

    
Daerah, Organisasi Perangkat Daerah; 

3. Lampiran 

 
 III Rincian   APBD    menurut    Urusan   Pemerintahan 

    
Daerah, Organisasi Perangkat  Daerah,  pendapatan, 

    
belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran    IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan 

    Daerah, Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran    V Rekapitulasi   Belanja   Daerah   untuk   keselarasan 

dan   Keterpaduan   Urusan   Pemerintahan   Daerah 
dan Fungsi Dalam Kerangka  Pengelolaan  Keuangan 

Negara;  

6.     Lampiran 
 

  VI Daftar jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan; 

     

7. Lampiran 
 

 VII Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran 

 

VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

9. Lampiran 

 

  IX Daftar   Perkiraan   Penambahan   dan   Pengurangan 



    
Aset Tetap Daerah; 

10. Lampiran 

 

  X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 

    

Lainnnya; 

11. Lampiran 
 

  XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan 

    

Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam 

    
Tahun Anggaran Berikutnya; 

12. Lampiran 

 

 XII Daftar Dana Cadangan Daerah; 

13. Lampiran 

 

XIII Daftar Pinjaman Daerah. 

 

Pasal 6 

Walikota menetapkan, Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Tanjungpinang sebagai landasan operasional pelaksanaan 

APBD. 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang. 

 

             Ditetapkan di  Tanjungpinang 

             pada tanggal 31 Desember 2019             
            
              WALIKOTA  TANJUNGPINANG, 

 

 

                            SYAHRUL 

 

Diundangkan di Tanjungpinang 

pada tanggal 31 Desember 2019                  

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG, 

         

 

 

TEGUH AHMAD S 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019 NOMOR 38 

 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 6,96/2019 


